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ABSTRAK 

 

Terselenggaranya Pemilu tentu melibatkan banyak pihak, 

khususnya masyarakat. Setelah disahkannya UU No 7 Tahun 2017 

tentang Pemilihan Umum, panitia penyelenggara mulai dari tingkat 

pusat, wilayah, hingga Kabupaten/Kota bersifat definitif. Namun ada 

segmen lainnya yang tidak kalah penting dalam menunjang kinerja 

KPU dan Bawaslu yaitu panitia ad hoc ditingkat Kecamatan yang 

dibentuk menjelang Pemilu, pada Bawaslu disebut Panitia Pengawas 

Pemilu Kecamatan yang selanjutnya disebut Panwaslu Kecamatan. 

Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk oleh Bawaslu 

Kabupaten/Kota untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di 

wilayah kecamatan atau nama lain Namun pada tahapan proses seleksi 

Panwaslu Kecamatan ada satu hal yang berakibat pada timbulnya 

presepsi negatif di masyarakat, yaitu pada pengumuman hasil seleksi 

CAT tidak diperlihatkan nilai perolehan dari peserta tes. Bahkan 

sampai dengan akhir pengumuman seleksi perekrutan Panwaslu 

Kecamatan tidak diumumkan perolehan akumulasi nilai dari peserta. 

Hal ini menimbulkan bebagai respon di masyarakat yang menduga 

adanya indikasi Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme dalam proses seleksi. 

 Rumusan Masalah pada penelitian ini ialah:1). Bagaimana 

pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah?. 2). Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah?.Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah dan untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

dengan menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif serta 

analisa dengan menggunakan metode deduktif. Data yang digunakan 

pada penelitian ini terdiri dari data primer yang bersumber dari 

Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, dan data sekunder yang 

diperoleh dari buku-buku yang relevan. 
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Hasil penelitian menujukan, pertama, pelaksanaan rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan yang dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung 

Tengah secara subtansi terlaksana  dengan baik. Pada rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan terdapat salah satu prinsip penting, yaitu prinsip 

Akuntabel/Transparansi. Tidak di sebarluaskannya nilai hasil ujian 

tertulis maupun wawancara peserta merupakan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip transparansi suatu lembaga Negara. Jika 

dalam hal keterbukaan informasi saja masih ada yang dikecualikan, 

artinya Bawaslu belum cukup mampu membedakan mana wilayah 

privat dan mana wilayah publik. Kedua, terdapat konsep penting 

dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfîdziyyah, yaitu konsep Konsep 

Imamah/Iman, Konsep Ba’iat, Konsep Wizara, Konsep ahlul halli wal 

aqdi. Implementasi sutau hukum harus memegang prinsip 

kemashlahatan dan menolak kemudharatan Dikesampingkannya 

keterbukaan infromasi mengakibatkan munculnya persepsi negatif di 

masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan profesionalisme 

Bawaslu sebagai lembaga publik. Pada akhirnya rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan yang awalnya guna memudahkan jalannya proses 

demokrasi malah justru mengurangi esensi kemashlatan, bahkan justru 

menimbulkan kemudharatan karena adanya persepsi negatif di 

masyarakat. 

 

Kata Kunci: Bawaslu, Rekrutmen, Siyasah Tanfîdziyya 
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MOTTO 

 

                             

                            

                    

 

“Sungguh, Kami benar-benar telah mengutus rasul-rasul Kami 

dengan bukti-bukti yang nyata dan Kami menurunkan bersama 

mereka kitab dan neraca (keadilan) agar manusia dapat berlaku adil. 

Kami menurunkan besi yang mempunyai kekuatan hebat dan berbagai 

manfaat bagi manusia agar Allah mengetahui siapa yang menolong 

(agama)-Nya dan rasul-rasul-Nya walaupun (Allah) tida dilihatnya. 

Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa ."  

(Q.S.Al-Hadid [57]: 25) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Sebagai kerangka awal guna mendapatkan gambaran 

yang jelas dan memudahkan dalam memahami skripsi, maka 

perlu adanya uraian terhadap penegasan arti dan makna, dari 

beberapa istilah yang terkait dengan tujuan di buatnya skripsi 

ini. Penegasan tersebut di harapkan menghindari terjadi 

kesalahpahaman terhadap pemaknaan judul terhadap beberapa 

istilah yang telah di gunakan dan meminimalisir terjadinya 

multi tafsir terhadap judul. Selain itu, langkah ini merupakan 

pokok penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan di 

bahas. 

Adapun skripsi ini berjudul, “TINJAUAN FIQH 

SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN REKRUTMEN 

PANWASLU KECAMATAN (Studi Di Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)”. Untuk 

menghindari salah pengertian dalam memahami maksud judul 

skripsi ini, terlebih dahulu penulis akan uraikan beberapa 

istilah pokok yang terkandung dalam judul tersebut. Hal ini 

selain dimaksudkan untuk lebih mempermudah pemahaman, 

juga untuk mengarahkan pada pengertian yang jelas sesuai 

dengan yang dikehendaki penulis. 

Tinjauan adalah pemeriksaan yang teliti penyelidikan, 

kegiatan pengumpulan data, pengolahan Analisa dan penyajian 

data yang dilakukan secara sistematis dan objetif untuk 

memecahkan suatu persoalan.1  

                                                             
1 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat 

Bahasa, Keempat (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011).h.1221. 
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Fiqh Siyasah merupakan salah satu aspek hukum Islam 

yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan 

manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi 

manusia itu sendiri.2 

Rekrutmen adalah serangkaian aktivitas mencari dan 

memikat pelamar kerja dengan motivasi, kemampuan, 

keahlian dan pengetahuan yang diperlukan guna menyimpan 

kekurangan yang identifikasi dalam perencanaan 

kepegawaian.3 

Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan adalah panitia yang dibentuk 

oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk mengawasi 

penyelenggaraan pemilu di wilayah kecamatan atau narna 

lain.4 

Berdasarkan uraian diatas, adapun perihal yang 

mendasari dilakukannnya penelitian ini ialah untuk menelaah 

bagaimana pelaksanaan proses rekrutmen Panitia Pengawas 

Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah. Maka judul 

penelitian ini ialah ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap 

Pelaksanaan Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan 

Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)‖. 

 

B. Latar Belakang Masalah 

Sebagai negara demokrasi sebagaimana dituangkan 

dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi: ―Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-

undang Dasar‖. Sebagai sistem negara, demokrasi memerlukan 

                                                             
2 Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam 

(Jakarta: Pradanamedia Grup, 2014).h. 4. 
3 Henry Simamora, Manajemen Sumber Daya Manusia, STIE YKPN 

(Yogyakarta, 1997).h. 212. 
4 Undang-Undang Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum,‖ 2017, http://rumahpemilu.org/wp-

content/uploads/2017/08/UU-No.7-Tahun-2017-tentang-Pemilu.pdf.h. 3. 
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partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan 

seperti dalam pelaksanaan pemilihan umum. Partisipasi politik 

masyarakat adalah kegiatan warga Negara sebagai pribadi-

pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan 

keputusan pemerintah. 

Pemilihan umum (Pemilu) merupakan instrumen 

penting dalam demokrasi yang menganut sistem perwakilan. 

Pemilu berfungsi sebagai alat penyaring bagi ―politikus-

politikus‖ yang akan mewakili dan membawa suara rakyat di 

dalam lembaga perwakilan mereka yang terpilih dianggap 

sebagai orang atau kelompok yang mempunyai kemampuan 

atau kewajiban untuk bicara dan bertindak atas nama suatu 

kelompok yang lebih besar melalui partai politik (parpol). Hal 

ini dimaksudkan untuk mengaktifkan dan memobilisasi rakyat 

mewakili kepentingan tertentu, memberi dalam kompromi bagi 

pendapat yang berlawanan, serta menyediakan sarana suksesi 

kepemimpinan politik secara sah dan damai.5 

Terselenggaranya Pemilu tentu melibatkan banyak 

pihak, khususnya masyarakat. Setelah disahkannya UU No 7 

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, panitia penyelenggara 

mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga Kabupaten/Kota 

bersifat definitif. Namun ada segmen lainnya yang tidak kalah 

penting dalam menunjang kinerja KPU dan Bawaslu yaitu 

panitia ad hoc ditingkat Kecamatan yang dibentuk menjelang 

Pemilu. Pada KPU disebut  Panitia Pemilihan Kecamatan yang 

selanjutnya disingkat PPK. PPK adalah panitia yang dibentuk 

oleh KPU Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan Pemilu di 

tingkat kecamatan atau nama lain, sedangkan pada Bawaslu 

disebut Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan yang selanjutnya 

disebut Panwaslu Kecamatan. Panwaslu Kecamatan adalah 

panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten/Kota untuk 

                                                             
5 Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Di Indonesia, Cet Ke-II (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2009). h. 60-61. 
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mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan 

atau narna lain.6 

Selain tertuang dalam UU No 7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan Umum yang mengatur rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan, Bawaslu juga telah mengeluarkan aturan yang 

berkaitan dengan rekrutmen Panwaslu Kecamatan pada 

Pemilihan Umum Tahun 2024. Peraturan tersebut tertuang 

dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik 

Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga 

Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 

Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan 

Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum 

Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum 

Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar 

Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara pada pasal 

42 ayat (1) menyebutkan bahwa seleksi anggota Panwaslu 

Kecamatan dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota.7 

Pembahasan ini akan difokuskan pada rekrutmen yang 

diselenggarakan oleh Bawaslu, yaitu rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan. Sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-

undang, Panwaslu Kecamatan bersifat sementara, dan hanya 

memiliki masa kerja minimal satu bulan sebelum tahapan 

penyelenggaraan Pemilu dan maksimal dua bulan setelah 

tahapan penyelenggaraan Pemilu selesai dilaksanakan. 

Rekrutmen Panwaslu Kecamatan bersifat umum dan 

terbuka bagi seluruh WNI yang memenuhi syarat. Pada proses 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan, calon Panwaslu Kecamatan 

                                                             
6 Undang-Undang Republik Indonesia, ―Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.‖ 
7 Perbawaslu 4 Tahun 2022, ―PERBAWASLU 4 Tahun 2022 Tentang 

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 

Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu 
Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum,‖ 2016.h. 5-6. 



 

 
5 

akan melewati serangkaian tahapan tes dengan sistem gugur 

disetiap tahapannya, mulai dari seleksi administrasi, seleksi 

tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), dan seleksi 

wawancara yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Setelah itu barulah dilakukan pengumunan peserta yang 

dinyatakan lolos seleksi dan dilakukan pelantikan untuk 

kemudian mulai menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam 

pasal 42 ayat 2 dan 3 PerBawaslu nomor 4 Tahun 2022 

menjelaskan bahwa dalam melaksanakan seleksi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1), Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk 

kelompok kerja, kelompok kerja dalam melaksanakan seleksi 

Panwaslu Kecamatan melalui tahapan kegiatan meliputi: 

a. Pengumunan Pendaftaran; 

b. Penerimaan Pendaftaran dan Berkas; 

c. Penelitian administrasi pendaftaran; 

d. Pengumuman hasil penelitian administrasi; 

e. Penerimaan tanggapan dan masukan dari masyarakat; 

f. Pelaksanaan seleksi tertulis yang materinya disiapkan oleh 

Bawaslu Provinsi; 

g. Pengumuman hasil seleksi tertulis; 

h. Pemberian fasilitasi pelaksanaan tes wawancara yang 

dilakukan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota; dan 

i. Pelaporan hasil pelaksanaan seleksi ke Bawaslu 

Kabupaten/Kota.8 

Selanjutnya Bawaslu Kabupaten/Kota menetapkan 

Calon Anggota Panwaslu Kecamatan terpilih berdasarkan 

laporan hasil pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) huruf i. Kemudian Bawaslu Kabupaten/Kota 

melaporkan proses pengangkatan angora Panwaslu Kecamatan 

                                                             
8 Perbawaslu 4 Tahun 2022. 
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di wilayah kerjanya kepada Bawaslu melalui Bawaslu 

Provinsi. 

Namun pada tahapan proses seleksi Panwaslu 

Kecamatan ada satu hal yang berakibat pada timbulnya 

presepsi negatif di masyarakat, yaitu pada pengumuman hasil 

seleksi CAT tidak diperlihatkan nilai perolehan dari peserta 

tes. Bahkan sampai dengan akhir pengumuman seleksi 

perekrutan Panwaslu Kecamatan tidak diumumkan perolehan 

akumulasi nilai dari peserta. Hal ini menimbulkan bebagai 

respon di masyarakat yang menduga adanya indikasi Kolusi, 

Korupsi, dan Nepotisme dalam proses seleksi. Respon yang 

dilakukan masyarakat mulai dari melakukan pernyataan di 

media, melakukan protes dengan unjuk rasa, hingga 

melaporkannya ke Dewan Kehormatan Penyelenggaraan 

Pemilu (DKPP). 

Dalam observasi yang dilakukan penulis melalui website 

Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu, terdapat 

beberapa masalah pada proses rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan, mulai dari kelalaian Bawaslu Kabupaten/Kota 

dalam menyeleksi berkas administrasi, calon peserta seleksi 

yang tercatut sebagai anggota partai politik, hingga 

meloloskan anggota Panwaslu Kecamatan yang sebelumnya 

telah diberhentikan oleh DKPP dari staf sekretariat Bawaslu 

Kabupaten. Sebagaimana yang terjadi pada Bawaslu 

Kabupaten Nias Selatan, hal ini berakibat pada putusan DKPP 

yang menyatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Nias Selatan 

terbukti lalai dengan rekam jejak Panwaslu Kecamatan dan 

mengakibatkan pemberhentian tetap terhadap pimpinan 

Bawaslu Kabupaten Nias.9 

                                                             
9 DKPP, ―Terbukti Lalai Dengan Rekam Jejak Panwascam, Dkpp Berhentikan 

Tetap Tiga Pengawas Pemilu Kab. Nias Selatan,‖ https://dkpp.go.id/terbukti-lalai-
dengan-rekam-jejak-panwascam-dkpp-berhentikan-tetap-tiga-pengawas-pemilu-kab-

nias-selatan/, 2023. 
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Masalah yang terdapat pada proses rekrutmen Panwalu 

Kecamatan di Kabupaten Lampung Tengah ialah tidak 

dilampirkannya nilai hasil tes tertulis peserta, namun yang 

tertera pada pengumuman hanya daftar nama enam orang 

berdasarkan urutan nilai tertinggi pada setiap Kecamatan. 

Dengan format hanya nama berdasarkan urutan nilai tertinggi, 

namun tidak dicantumkan capaian nilai masing-masing 

peserta. Begitupun ketika hasil tes wawancara, yang 

dimumkan hanya nama peserta 1 sampai dengan 6 tanpa ada 

keterangan nilai, peserta nomor urut pengumuman 1 sampai 

dengan 3 inilah yang dinyatakan lolos, sementara urutan 4 

sampai dengan 6 dipersiapkan untuk pergantian antar waktu 

(PAW) jika ada Panwaslu Kecamatan yang berhalangan tetap 

dalam menjalankan tugasnya. 

Kedatangan hukum Islam memberikan dinamika baru 

bagi manusia dan peradaban. Selain memberikan iklim politik 

baru, hukum Islam juga memberikan sistem baru yang 

didasarkan pada ajaran-ajarannya. Seperti tidak mendapatkan 

tantangan, Islam memulai kegiatan politiknya berhadapan 

dengan suku-suku yang sudah eksis, baru kemudian dengan 

memperluas pengaruhnya. Bahkan dalam menjalankan 

kebijakan politiknya, hukum Islam mengatur tata cara perang 

(jihad) demi untuk melindungi umatnya dan melebarkan sayap 

kekuasaannya.10 

Dalam fiqh siyasah terdapat beberapa prinsip, yaitu, 

Prinsip kedaulatan, Prinsip keadilan, Prinsip musyawarah dan 

Ijma’, Prinsip persamaan, Prinsip hak dan kewajiban negara 

dan rakyat, Prinsip amar ma’ruf nahi munkar.11 Berbagai 

prinsip ini harus diaplikasi dalam berbagai instrumen 

                                                             
10 Khairudin Yujah Sawiy, Perebutan Kekuasaan Khalifah: Menyingkap 

Dinamika Dan Sejarah Politik Kaum Sunni, Cet Ke-2 (Yogyakarta: Safitria Insania 

Press, 2005).h. 23. 
11 Mutiara, ―Prinsip Dasar Hukum Politik Islam Dalam Perspektif Al-Quran,‖ 

Petita: Jurnal Kajian Ilmu Hukum Dan Syariah 2, no. 1 (2017), 

https://doi.org/10.22373/petita.v2i1.59.h. 46. 
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kelembagaan Negara. Tujuannya agar tercipta iklim kehidupan 

bernegara yang kondusif dan sesuai dengan amanat Undang-

undang.  

Penelitian ini akan menggunakan salah satu cakupan fiqh 

siyasah yaitu siyasah tahfidziyyah. Menurut al-Maududi, 

tahfidziyyah merupakan lembaga eksekutif dalam Islam. Al-

Maududi juga berpendapat bahwa dalam cakupan yang lebih 

luas, tahfidziyyah berarti lembaga eksekutif, lembaga 

legislatif, dan lembaga yudikatif. Pemimpin dalam siyasah 

tahfidziyyah disebut sebagai khalifah atau amir.12 

Berkaca dari masalah yang terjadi di Bawaslu 

Kabupaten Lampung Tengah, maka penting kiranya untuk 

menelaah lebih jauh mengenai proses seleksi Panwaslu 

Kecamatan Lampung Tengah, agar dapat ditemukan fakta-

fakta menarik yang berkaitan dengan proses seleksi yang 

dilakukan. Maka penulis tertatik untuk mengadakan penelitian 

berjudul ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Pelaksanaan 

Rekrutmen Panwaslu Kecamatan (Studi Di Badan Pengawas 

Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Tengah)‖. 

 

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian 

1. Fokus pada penelitian ini ialah sebagai berikut: 

a. Tidak adanya transparansi pada proses rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah. 

b. Minimnya pemahaman masyarakat mengenai proses 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah. 

2. Sub-Fokus Penelitian 

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus, 

sempurna serta mendalam, maka permasalahan penelitian 

                                                             
12 al-Maududi abu a’la, Sistem Politik Islam (Bandung: Mizan, 1995).h. 247. 
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yang diangkat perlu dibatasi variabelnya. Oleh sebab itu, 

penelitian ini dibatasi hanya yang berkaitan dengan 

transparansi pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan 

di Bawaslu Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan 

hukum Islam terhadap hal tersebut. Kedua hal tersebut 

dipilih karena hasil penelitian akan menjadi sumber refrensi 

bagi masyarakat Lampung Tengah khususnya. 

 

D. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di 

Bawaslu Lampung Tengah? 

2. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap pelaksanaan 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung 

Tengah?  

 

E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah 

2. Untuk mengetahui tinjauan Fiqh Siyasah terhadap 

pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu 

Lampung Tengah. 

 

F. Manfaat Penelitian 

a. Secara teoritis, bagi masyarakat pada umumnya penelitian 

ini di harapkan akan memberikan pemahaman yang lebih 

mendalam mengenai pelaksanaan penggunaan Dana Desa 

mampu menjadikan atau membuat kepastian hukum bagi  

masyarakat dalam kosentrasi hukum Islam yang 

diharapkan mampu menambah khazanah keilmuan serta 

pemikiran ke Islamanan pada umumnya di kalangan 

masyarakat. 
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b. Secara praktis, penelitian ini di maksudkan untuk 

memenuhi syarat tugas akhir guna memperoleh gelar S.H. 

pada UIN Raden Intan Lampung yang Insyaallah akan  

bermanfaat secara luas untuk masyarakat. 

 

G. Kajian Penelitian Terdahulu  

Kajian  penelitian terdahulu yang relevan merupakan 

ulasan peneliti terhadap bahan pustaka dan hasil-hasil 

penelitian yang sudah dilakukan orang lain dan relevean 

dengan tema dan topik penelitian yang akan dilakukan. 

Berdasarkan judul diatas, maka penulis menemukan beberapa 

penelitian yang relevan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, antara lain: 

Allen Indra Yudha, (Universitas Islam Negeri Raden 

Intan Lampung, 2017), dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah 

Terhadap Prinsip Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik 

Dalam Seleksi Komisioner Komisi Pemilihan Umum (Studi Di 

KPU Provinsi Lampung). Hasil dari penelitian ini menyatakan 

bahwa dalam proses seleksi komisioner KPU Provinsi 

Lampung telah menerapkan prinsip profesionalisme dan 

akuntabilitas publik dan apabila ditinjau menurut fiqh siyasah 

sudah sesuai dengan ajaran Islam. Dimana prinsip 

profesionalisme dan akuntabilitas publik telah sesuai dengan 

sifat-sifat yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu 

siddiq (jujur), amanah (bertanggung jawab, akuntabilitas), 

tabligh (komunikatif) dan fatonah (cerdas, profesional). 

Karena komisioner KPU Provinsi Lampung harus profesional 

dan bertanggung jawab agar dapat mengemban tugasnya 

dengan baik.13 

                                                             
13 Allen Indra Yudha, ―Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Prinsip 

Profesionalisme Dan Akuntabilitas Publik Dalam Seleksi Komisioner Komisi 
Pemilihan Umum (Studi Di KPU Provinsi Lampung),‖ Fakultas Syariah (Universitas 

Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021). 
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Jurnal Andi Isnal, Erwin Resmawan, Anwar Alaydrus, 

(Jurnal Ilmu Pemerintahan, 2018), dengan judul ―Analis 

Proses Rekrutmen Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilu 

Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota Samarinda Tahun 

2017‖. Hasil penelitian tentang Proses Rekrutmen Calon 

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan di Kota 

Samarinda Tahun 2017 yang melalui tahap rekrutmen, 

Pengumuman Pendaftaran, penerimaan pendaftaran dan 

berkas, penelitian administrasi pendaftaran, pengumuman hasil 

penelitian administrasi, menerima tanggapan dan masukan 

masyarakat, seleksi tertulis, tes wawancara, dan penetapan 

calon terpilih sudah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan 

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum No 10 Tahun 

2012. Namun masih ada juga kendala yang dihadapi dalam 

proses rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan di Kota 

Samarinda seperti masalah anggaran yang belum tersedia 

karena belum cair pada saat proses rekrutmen terjadi dan 

sarana dan prasana yang belum mendukung dalam proses 

rekrutmen calon anggota Panwaslu Kecamatan. Adapun saran 

yang penulis berikan kepada Panitia Pengawas Pemilihan 

Umum Kota Samarinda yaitu satu diantaranya perlu 

peningkatan sosialisasi tentang rekrutmen Pengawas Pemilu 

Kecamatan agar supaya lebih diketahui, diminati oleh 

masyarakat banyak, dan merata diseluruh Kecamatan se-Kota 

Samarinda.14 

Jurnal Riana Widi Safitri, Nur Hidayat, Fitriyah, (Jurnal 

Fisip Undip, 2019). Dengan judul ―Rekrutmen Calon Anggota 

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018‖. 

Hasil dari penelitian ini menemukan mekanisme dan proses 

rekrutmen KPU Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 yang 

melibatkan Timsel dalam proses tahapan seleksi administrasi, 

                                                             
14 A Isnal, E Resmawan, and A Alaydrus, ―Analisis Proses Rekrutmen Calon 

Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) Di Kota 
Samarinda …,‖ Ilmu Pemerintahan 6, no. 3 (2018): 1125–38, https://ejournal.ip.fisip-

unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2018/09/Andi Isnal (09-25-18-03-36-32).pdf. 
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tes tertulis berbasis Computer Assisted Test (CAT), tes 

kesehatan, tes psikotes, dan tes wawancara termasuk dalam 

kategori rekrutmen terbuka yang dilakukan secara ketat dan 

transparan demi mendapatkan anggota KPU yang memiliki 

kredibilitas dan berkompeten. Tim Seleksi memiliki peran 

yang sangat penting dalam proses rekrutmen, mereka dituntut 

untuk bekerja secara independen untuk menghindari segala 

tuduhan keberpihakan pada salah satu calon.15 

Jurnal Faisal Andri Mahrawa dan Irfan Prayogi, (Jurnal 

Adhyasta Pemilu, 2019). Dengan judul ―Evaluasi Rekrutmen 

Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilu 

Serentak 2019‖. Pengawasan Pemilu menjadi salah satu 

agenda penting dalam gelaran pemilu yang diadakan secara 

reguler. Tak dapat dipungkiri, bahwa tindak pidana pemilu, 

pelanggaran administrasi hingga permasalahan independensi 

penyelenggara pemilu masih banyak terjadi. Hadirnya PTPS 

tentu sebagai wujud kongkrit agar permasalahan pemilu dapat 

diminimalisir baik dari sisi penyelenggara pemilu maupun 

peserta pemilu. Maka menghadirkan PTPS yang berkualitas 

menjadi urgensi agar keadilan pemilu mampu terwujud. 

Dengan permasalahan yang hadir seperti yang sudah 

disebutkan diatas, Bawaslu mestinya harus merespon agar 

eksistensi pengawasan pemilu di akar rumput meningkat dan 

dikenal di masyarakat. Ini penting, sebab permasalahan 

Bawaslu yang saat ini terjadi adalah kesulitan melakukan 

rekrutmen PTPS diakibatkan minimnya antusiasme 

masyarakat disamping cara kerja pengawasan yang kurang 

tersosialisasi. Kedepan, Bawaslu mesti membuka diri dengan 

melakukan pendekatan intensif dengan masyarakat serta 

bersentuhan langsung dengan mereka. Mengajak masyarakat 

                                                             
15 Fitriyah Riana Widi Safitri, Nur Hidayat Sardani, ―Rekrutmen Calon 

Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018,‖ Fisip Undip 

18, no. 2 (2019): 12–26. 
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berpaertisipasi dalam pengawasan, baik secara struktural PTPS 

maupun secara individu.16 

Jurnal Sri Roserdevi Nasution, Harsini, Fajarwaty 

Kusumawardhani, (Jurnal Niara, 2018). Dengan judul 

―Transparansi Dalam Proses Seleksi Calon Anggota Panitia 

Pengawas (Panwas) Pemilu Tahun 2017 (Studi Kasus Di 

Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kota Dumai, 

Dan Kota Pekanbaru)‖. Dari penelitian yang sudah 

dilaksanakan didapatkan kesimpulan sementara bahwa 

transparansi pada saat proses seleksi sudah mulai dilaksanakan 

meskipun di beberapa indikator masih ada yang belum 

maksimal.17 

Beberapa penelitian terdahulu yang sudah diuraikan 

sebelumnya membahas berbagai hal yang berkaitan dengan 

rekrutmen jajaran yang berkaitan kepemiluan baik ditingkat 

Pengawas TPS hingga tingkat Kabupaten. Namun yang 

menjadi pembeda antara penelitian yang akan penulis teliti 

ialah pada pisau analisis yang digunakan. Pada penelitian ini 

menggunakan tinjauan fiqh siyasah dengan menggunakan 

sumber data yang berdasarkan hasil kajian kepustakaan dan 

penelitian lapangan. Sehingga penelitian ini memuat unsur 

kebaruan, berkenaan objek penelitian, hingga lokasi penelitian. 

 

H. Metode Penelitian 

Metode  Penelitian adalah  suatu  kegiatan ilmiah  yang 

dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, 

pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya 

                                                             
16 Faisal Andri Mahrawa and Irfan Prayogi, ―Evaluasi Rekrutmen Pengawas 

Tempat Pemungutan Suara (PTPS) Dalam Pemilu Serentak 2019,‖ Jurnal Adhyasta 

Pemilu 2, no. 1 (2021): 35–47, https://doi.org/10.55108/jap.v2i1.37. 
17 Sri Roserdevi Nasution et al., ―Transparansi Dalam Proses Seleksi Calon 

Anggota Panitia Pengawas (Panwas) Pemilu Tahun 2017,‖ Jurnal Niara 11, no. 1 

(2018): 35–40, https://doi.org/10.31849/nia.v11i1.1523. 
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diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, 

atau isu tertentu.18 

1. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis-jenis metode penelitian dapat diklasifiksikan 

berdasarkan tujuan, dan tingkat kealamiahan (natural 

setting). Penelitian lapangan (field reseach), yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk mempelajari secara 

intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan 

interaksi lingkungan suatu kelompok sosial, individu, 

lembaga atau masyarakat.19 

Penelitian yang digunakan ini termasuk penelitian 

lapangan (field research) yang pada dasarnya 

merupakan metode untuk menemukan secara khusus 

dan realitas tentang apa yang terjadi dalam ruang 

lingkup penelitian.  

b. Sifat Penelitian 

Data yang diperoleh sebagai data lama, dianalisis 

secara bertahap  dan  berlapis  secara  deskriptif  

analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti 

status sekelompok manusia, objek, suatu kondisi, suatu 

sistem pemikiran, ataupun suatu kelas pristiwa pada 

masa sekarang.20 Penelitian ini yang menjadi objek 

penelitian ialah Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, 

dengan menelaah proses selekasi rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan. 

 

                                                             
18 J.R Raco, Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakteristik Dan 

Keunggulanya (Jakarta: Grasindo, 2008). 
19 M. Iqbal Hasan, Metode Penelitian Dan Aplikasinya (Jakarta: Ghania 

Indonesia, 2002). 
20 Zuriah Nurul, Metode Penelitian Social Dan Pendidikan Teori Dan Aplikasi 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2007). 
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2. Sumber Data 

Dalam penelitian kuantitatif, lebih menitikberatkan 

pada data dan angka. Sedangkan penelitian kualitatif 

menitikberatkan kualitas atau sumber informasi yang 

masih dan jelas. Oleh sebab itu, dikarenakan penelitian ini 

bersifat kualitatif maka peneliti harus benar-benar teliti 

dan hati-hati agar sumber informasi yang disajikan dapat 

dipertanggungjawabkan. Sumber data pada penelitian ini 

ialah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung 

oleh responden atau objek yang penulis teliti.21 Dalam 

hal ini data primer yang diperoleh dari peneliti 

bersumber dari yang terkait, yaitu Bawaslu Lampung 

Tengah. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang lebuh dulu di 

kumpulkan dan dilaporkan oleh seseorang atau instansi 

yang terkait diluar dari penelitian  itu sendiri, 

walaupun yang dikumpulkan ini sesungguhnya adalah 

data yang asli. Data sekunder di peroleh dari buku-

buku yang mempunyai relevansi dengan permasalahan 

yang di kaji dalam permasalahan ini.22 

3. Metode Pengumpulan Data 

Metode Pengumpulan data adalah proses pengadaan 

data untuk keperluan penelitian.23 Metode pengumpulan 

data yang di gunakan dalam usaha menghimpun data 

untuk penelitian ini, digunakan beberapa metode yaitu: 

 

                                                             
21 Zuriah Nurul. 
22 Zuriah Nurul. 
23 W. Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Grafindo, 2002). 
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a. Interview 

Interview adalah metode pengumpulan data 

dengan cara tanya jawab kepada narasumber langsung 

yang dikerjakan dengan cara sistematik dan 

berlandaskan pada masalah, tujuan, dan hipotesis 

penelitian.24 Pada praktiknya penulis menyiapkan 

berbagai pertanyaan kemudian dikemas menjadi daftar 

pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada para  

Narasumber. Teknik pengumpulan data ini 

mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau 

self-report atau setidak- tidaknya pada pengetahuan 

dan keyakinan pribadi. 

b. Dokumentasi 

     Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal- 

hal atau variable berupa catatan, transkip, buku, surat 

kabar, majalah, agenda dan sebagainya.25 

4. Narasumber  

   Narasumber adalah peranan informan dalam 

mengambil sebuah data yang akan digali dari seseorang 

tertentu yang di nilai mampu menguasai persoalan yang 

hendak di teliti, mempunyai keahlian dan wawasan cukup 

dalam persoalan tersebut. Informasi penelitian meliputi 

beberapa macam.26 Teknik yang digunakan dalam 

pengambilan sampel penelitian ini adalah purposive 

sampling. Purposive sampling yaitu teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan atau kriteria-keriteria 

tertentu.27 Sampel yang di ambil dari penelitian ini 

                                                             
24 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: 

Alfabeta, 2012). 
25 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik 

(Jakarta: Refika Aditama, 2013). 
26 Suyanto Begong, Metedologi Penelitian Sosial Bagi Alternatif Pendekatan 

(Surabaya: Airlangga Utama, 2005). 
27 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. 
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diambil dari beberapa populasi dan digunakan sebaga 

objek penelitian. Informan pada penelitian ini yaitu: 

a. Informan kunci (informan key) merupakan mereka 

yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi 

pokok yang diperlukan dalam penelitian. Informan 

key ialah ketua Bawaslu Kabupaten Lampung 

Tengah. 

b. Informan utama merupakan mereka yang terlibat 

langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. 

Sedangkan informan utama pada penelitian ini 

menggunakan teknik purposive sampling. ialah ketua 

Panwaslu Kecamatan Gunung Sugih dan Terbanggi 

Besar, dua Kecamatan ini dijadikan sampel dikarena 

berdasarkan hasil observasi terdapat indikasi 

ketidaktrasnparansi pada proses rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan. 

c. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat 

memberikan Informasi walaupun tidak langsung 

terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Informan 

tambahan pada penelitian ini berguna untuk 

menunjang seluruh data yang dibuthkan oleh penulis, 

yaitu ketua dan anggota tim program kerja rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan yang terdiri dari satu orang 

koordinator divisi Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi beserta dua orang staf sekretariat 

5. Pengolahan Data 

Data yang sudah terkumpul kemudian diolah, 

pengolahan data dilakukan dengan editing, yaitu 

pengecekan atau pengkoreksian data yang telah dihimpun, 

karena kemungkinan data yang masuk (raw data) atau 

terkumpul itu tidak logis dan meragukan.28 Pengecekan 

                                                             
28 Susiadi AS, Metodologi Penelitian (Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbit 

LP2M Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2015). 
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dan pengkoreksian ini juga bertujuan untuk mengoreksi 

apakah data yang terkumpul sudah cukup lengkap, dan 

sudah sesuai atau relevan dengan masalah yang akan di 

bahas dengan. 

6. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

disesuaikan dengan kajian penelitian, yaitu tinjauan fiqh 

siyasah terhadap pelaksanaan rekrutmen panwaslu 

Kecamatan yang akan dikaji dengan menggunakan 

metode kualitatif, yaitu tata cara penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif analisis yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan 

juga perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari 

sebagai sesuatu yang utuh.29 Dengan menggunakan 

metode kualitatif maka analisis penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh siyasah 

terhadap pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan 

yang dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung Tengah 

apakah sudah sesuai dengan koridor yang terdapat pada 

fiqh siyasah. Tujuanya dapat dilihat dari sudut perspektif 

hukum Islam itu sendiri yaitu agar nantinya penelitian ini 

mampu memberikan kontribusi keilmuan yang nyata 

dalam pemahaman penelitian tersebut. 

 

I. Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam pembuatan skripsi ini agar lebih jelas 

dan tertata dengan rapih maka disusun dalam berbagai bab dari 

bab satu hingga bab lima. 

Pada Bab I, dimana bab ini merupakan awal dari 

pembukaan pokok permasalahan yang akan dibahas. Dengan 

dituliskannya latar belakang, pembahasan dan perumusan 

                                                             
29 Ashofa Burhan, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rineka Cipta, 2000).h. 

15. 
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masalah, manfaat, metode penulisan dari pembahasan ini 

sebagai pengantar untuk pembaca agar mengetahui hal apa 

yang akan dibahas dalam skripsi ini. 

Pada Bab II, disajikan teori yang berkaitan dengan ruang 

lingkup penelitian. 

Pada Bab III, disajikan gambaran lokasi penelitian di 

Bawaslu Lampung Tengah, menelaah secara dalam dari sisi 

sejarah, proses pelaksanaan, hingga pendapat para pihak yang 

dijadikan sempel 

Pada Bab IV, berisi analisa tentang pelaksanaan 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah. 

Pada Bab V, merupakan kesimpulan dari pelaksanaan 

rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Bawaslu Lampung Tengah, 

serta saran dari penulis tentang hasil penelitian yang telah 

dilakukan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian hasil penelitian, didapatkan beberapa 

kesimpulan berkenaan dengan Rekrutmen Panwaslu 

Kecamatan pada Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah, 

diantaranya: 

1. Pelaksanaan rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang 

dilaksanakan oleh Bawaslu Lampung Tengah secara 

subtansi terlaksana  dengan baik. Pada rekrutmen 

Panwaslu Kecamatan terdapat salah satu prinsip penting, 

yaitu prinsip Akuntabel/Transparansi. Tidak di 

sebarluaskannya nilai hasil ujian tertulis maupun 

wawancara peserta merupakan suatu tindakan yang 

bertentangan dengan prinsip transparansi suatu lembaga 

Negara. Jika dalam hal keterbukaan informasi saja masih 

ada yang dikecualikan, artinya Bawaslu belum cukup 

mampu membedakan mana wilayah privat dan mana 

wilayah publik. 

2. Dalam Fiqh Siyasah Tanfîdziyyah terdapat konsep penting 

dalam ruang lingkup Fiqh Siyasah Tanfîdziyyah, yaitu 

konsep Konsep Imamah/Iman, Konsep Ba’iat, Konsep 

Wizara, Konsep ahlul halli wal aqdi.. Implementasi sutau 

hukum harus memegang prinsip kemashlahatan dan 

menolak kemudharatan. Dikesampingkannya keterbukaan 

infromasi mengakibatkan munculnya persepsi negatif di 

masyarakat tentang kredibilitas, integritas, dan 

profesionalisme Bawaslu sebagai lembaga publik. Pada 

akhirnya rekrutmen Panwaslu Kecamatan yang awalnya 

guna memudahkan jalannya proses demokrasi malah justru 
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mengurangi esensi kemashlatan, bahkan justru 

menimbulkan kemudharatan karena adanya persepsi 

negatif di masyarakat.  

 

B. Rekomendasi 

Dalam penelitian ini penulis memberikan beberapa 

rekomendasi dalam bentuk saran agar untuk kemajuan 

Bawaslu, khususnya Bawaslu Kabupaten Lampung Tengah. 

1. Diharapkan untuk selanjutnya tahapan rekrutmen 

dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

diawal, sehingga tidak ada perubahan jadwal tahapan 

rekrutmen ketika tahapan sudah berlangsung.  

2. Salah satu bentuk profesionalisme sebuah lembaga ialah 

berkenaan dengan transparansi informasi. Sebaiknya nilai 

hasil tes peserta ditampilkan secara langsung 

sebagaiamana pada saat pelaksanaan Seleksi Kompetensi 

Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil. 
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